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TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM 
MEMINJAM UANG DI KOPERASI SUMBER SEJAHTERA SRAGEN 
Abstrak 
Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada 
koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan 
uangnya selain itu koperasi juga memberikan layanan pinjam meminjam uang 
kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya pinjam meminjam uang antara pihak 
koperasi dan debitur maing-masing mempunyai tanggung jawab hukum atas 
perjanjian tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, 
hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab hukum bagi pemilik koperasi 
dan pengguna jasa koperasi bila terjadi wanprestasi karena kesalahannya dasar 
perbuatan melawan hukum. penelitian ini dilakukan di Koperasi Sumber Sejahatera 
Sragen jenis penelitian ini merupakan jenis deskriftif karena penelitian ini 
memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang tanggung jawab hukum 
terhadap perjanjian pinjam meinjam uang di koperasi. Sumber data yang digunakan 
adalah data sekunder dengan disertai penelitian lapangan untuk memperoleh data 
primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 proses pelaksanaan 
perjanjian pinjam meminjam uang dikoperasi, meliputi sebelum, saat dan setelah 
terjadinya kesepakatan. Sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam uang 
maka calon peminjam harus memenuhi syarat adminitrasi dan syarat hukum. 
Setelah itu maka mengisi surat permohonan peminjaman dan pihak koperasi 
melakukan survei di lapangan serta melakukan analisa. Setelah disetujui maka 
pihak debitur menandatangani surat perjanjian sebagai tanda persetujuan. Sehingga 
lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajibannya antara pihak 
koperasi dengan debitur. Maka dari itu kedua belak pihak harus melaksanakan hak 
dan kewajibannya dengan sebaik mungkin jika ada yang melanggarnya maka akan 
tanggung jawab hukumnya.Tanggung jawab hukum muncul karena adanya 
kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. 
Kesalahan bisa didasarkan karena Wanprestasi atau karena Perbuatan Melawan 
Hukum. 
Kata Kunci : Pinjam meminjam, hak-hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum. 
Abstract 
The purpose of a savings and loan cooperative is so that the community can save 
the cooperative so that the community can feel calm in saving their money, besides 
that the cooperative also provides loan services to borrow money from the 
community. In the implementation of lending and borrowing between the 
cooperatives and debtors each has legal responsibility for the agreement. The 
purpose of the research is to find out the process of implementation, the rights and 
obligations of the parties and legal responsibility for cooperative owners and users 
of cooperative services in the event of default because of the mistake of the law. 
This research was conducted at Sragen Sejahatera Cooperative. This type of 
research is descriptive type because this study provides a clear picture of legal 
responsibility for lending and borrowing agreements in cooperatives. The data 
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source used is secondary data accompanied by field research to obtain primary data. 
The results of the study indicate that there are 3 processes for implementing a 
cooperative loan money lending agreement, including before, during and after the 
agreement. Before entering into a loan and loan agreement, the prospective 
borrower must fulfill administrative requirements and legal requirements. After 
that, fill out the loan application letter and the cooperative conducts a survey in the 
field and analyzes. After approval, the debtor signs the agreement as a sign of 
agreement. So that a legal relationship is created which gives rise to rights and 
obligations between the cooperative and the debtor. Therefore both parties must 
carry out their rights and obligations as well as possible if anyone violates them and 
their legal responsibility. Legal responsibility arises because of an error made by 
one of the parties to the agreement. Errors can be based on Default or because of 
Unlawful Actions. 
Keywords: Borrowing, rights and obligations, legal responsibilities. 
 
1. PENDAHULUAN 
Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia 
yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan 
pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari koperasi 
simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut 
sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu 
koperasi juga memberikan layanan pinjam meminjam uang kepada masyarakat. 
Dalam proses Pinjam meminjam uang Koperasi memberikan pelayanan yang 
mudah dalam proses pinjam meminjam uang sehingga masyarakat lebih cenderung 
tertarik untuk melakukan pinjam meminjam uang di Koperasi. 
Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran 
pinjaman, maka dilakukan suatu perjanjian pinjam meminjam. Pada setiap 
perjanjian masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi 
dari suatu perjanjian. Hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian merupakan hal-hal 
yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian seperti yang disebutkan dalam 
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ‘Semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya”1 
                                                          
1 Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 
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Setiap pihak yang membuat perjanjian sangat menghendaki agar pelaksanaan 
perjanjian diusahakan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan isi perjanjian. 
Perjanjian pinjam meminjam uang memiliki unsur pokok yang ada didalamnya 
yaitu sebuah rasa kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap 
debitur sebagai penerima utang. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi 
segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. 
Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa 
utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu 
tertentu sesuai kesepakatan.2 
Akan tetapi tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya,melainkan bisa 
saja terjadi dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian melakukan 
penyimpangan atau tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 
apa yang telah diperjanjikan. Maka hal ini menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi 
merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana anggota peminjam uang tidak 
memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.3 Wanprestasi diatur pada 
Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, 
apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini 
menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 
ditentukan”.  
Perjanjian pinjam meminjam uang antara anggota koperasi dan pengurus 
koperasi akan terjadi sebuah kesepakatan dimana akan menimbulkan akibat hukum 
yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. 
Apabia salah satu pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah 
diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan 
apabila salah satu pihak tidak menaati peraturan, ia juga harus bertanggung jawab 
atas dasar perbuatan melawan hukum.  
  
                                                          
2 Putu Vera Widyantari, 2014, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan 
Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari 
Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (Tesis Tidak Diterbitkan), Denpasar: Universitas Udayana 
Denpasar, Hal 1. 
3 J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, Bandung: PT 




Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif karena dalam 
penelitian ini penulis akan menggabarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang 
perjanjian hukum dari tanggung jawab pelaksanaan pinjam meminjam uang di 
koperasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
data primer dan data sekunder.  Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 
adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan berupa wawancara. Metode analisis 
data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dengan menganalisis data 
sekunder yang dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Penelitiam 
3.1.1 Proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Sumber 
Sejahtera Sragen 
Terdapat tiga tahapan dalam proses pelaksanaan perjanjian pijam meminjam uang 
di Koperasi Sumber Sejahatera Sragen, tahapan tersebut antara lain: Sebelum 
terjadi kesepakatan, Pada saat terjadi kesepakatan dan Setelah terjadi kesepakatan 
Setelah ditanda tanganinya perjanjian pinjam memimjam uang antara pihak 
Koperasi Sumber Sejahatera Sragen dengan pihak debitur maka terjadi hubungan 
hukum. Adapun hubungan hukum pinjam meminjam antara pihak Koperasi dan 
Debitur, masing – masing saling mengikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban 
berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam uang antara koperasi dengan pihak lain 
dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu. 
3.1.2 Hak, kewajiban dan penerapan hukumnya terhadap para pihak setelah 
terjadinya kesepakatan 
Adapun hak dari Pihak Koperasi selaku kreditur antara lain: Menerima 
pengembalian atau pelunasan pinjaman uang yang telah dipinjam oleh Anggota 
selaku debitur secara tepat waktu, Berhak mendapatkan pembayaran angsuran 
pinjaman pokok dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan, 
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Berhak menerima surat kepemilikan atas barang yang dijaminkan dan mempunyai 
kuasa penuh atas barang jaminan tersebut untuk mengambil dan menjualnya apabila 
Anggota wanprestasi, Berhak melakukan penagihan kepada Anggota apabila 
mengalami keterlambatan membayar angsuran dan sudah lewat tanggal toleransi 
dari tanggal jatuh tempo dan Apabila terjadi pelelangan barang jaminan dan 
hasilnya belum mencukupi, pihak Koperasi berhak meminta kekurangan 
pembayaran pinjaman uang tersebut kepada Anggota. 
Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Koperasi adalah 
menyerahkan pinjaman uang sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Anggota 
setelah penandatanganan perjanjian terjadi. Sedangkan hak dari Anggota Koperasi 
selaku debitur antara lain : Berhak menerima pinjaman uang dari Pihak Koperasi, 
Mendapatkan pelayanan yang sama dengan Anggota yang lain, Mendapatkan 
kembali surat kepemilikan atas barang jaminan yang diserahkan kepada Pihak 
Koperasi apabila Anggota telah melunasi segala kewajibannya, Apabila terjadi 
keterlambatan pengangsuran, berhak memilih membayar denda keterlambatan pada 
bulan berikutnya atau pada saat pelunasan pinjaman uang. 
Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan Anggota antara lain : Wajib 
menyerahkan dokumen-dokumen secara benar sesuai dengan persyaratan pinjaman 
uang di Koperasi Sumber Sejahtera Sragen, Mentaati segala peraturan pinjam uang 
yang terdapat dalam perjanjian maupun yang akan ditetapkan kemudian 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Melakukan pembayaran angsuran 
secara tepat waktu di kantor Koperasi Sumber Sejahtera Sragen, Menyerahkan surat 
kepemilikan atas barang jaminan kepada Pihak Koperasi sesuai dengan yang 
diperjanjikan, Memelihara dan menjaga barang jaminan dan apabila terjadi 
kerusakan maka menjadi tanggungan Anggota, Tidak diperbolehkan menjual atau 
menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari pihak 
koperasi, Wajib menyerahkan barang jaminan untuk di lelang apabila Anggota 
melakukan wanprestasi dan sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) 
kali, Wajib membayar kekurangan apabila hasil pelelangan barang jaminan masih 
belum mencukupi, Wajib menanggung segala beban pajak, premi asuransi, biaya 
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administrasi dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini 
bila ada. 
3.1.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi 
dan Perbuatan Melawan Hukum 
Menurut pasal 1234 KUHPerdata prestasi adalah memberikan, untuk berbuat 
sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya apabila salah satu pihak 
dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi prestasinya maka dapatlah 
dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. 
Salah satu contoh wanprestasi dalam perjanjian pinjam memimjam uang di 
Koperasi Sumber Sejahtra Sragen adalah seorang debitur yang sudah jatuh tempo 
hutangnya tetapi tidak melakukan pembayaran kepada koperasi dan tanpa memberi 
keterangan sebab dia tidak bisa membayar hutang kepada koperasi akhirnya 
koperasi memberikan surat peringatan pertama kepada debitur tetapi pihak koperasi 
tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak debitur, kemudian pihak koperasi 
setelah menunggu hingga satu bulan tidak ada kabar maka menerbitkan surat 
peringatan kedua pihak koperasi sudah berbicarakan secara kekeluargaan kepada 
pihak debitur dan debitur berjanji akan membayarnya dengan meminta waktu satu 
bulan lagi baru debitur bisa membayar. Tetapi sudah ditunggu dan pihak debitur 
dihubungi tidak menemukan jawaban juga dan pada akhirnya pihak koperasi 
terpaksa menerbitkan surat peringatan ketiga hingga diterbitkan surat peringatan 
ketiga pihak debitur juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan membayar hutangan 
dan terpaksa pihak debitur dikatakan tidak mampu membayar maka pihak koperasi 
mengajukan tuntutan ke Pengadilan berdasarkan wanprestasi. Pihak debitur 
dikatakan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya padahal pihak debitur sudah menyetujuinya pada awal perjanjian dan 
sudah menandatangani isi perjanjiannya. Dengan demikian debitur harus 
bertanggung jawab menurut hukum yaitu dengan mengganti kerugian. 
Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu 
yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada 
suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada 
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umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu 
ganti rugi.4 
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiap perbuatan melanggar 
hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Para pihak yang 
melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia 
sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum 
haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan, 
Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya 
kerugian bagi korban dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan 
kerugian. 
Salah satu contoh perbuatan melawan pada perjanjian pinjam meminjam uang 
antara pihak debitur dengan pihak Koperasi Sumber Sejahtera Sragen adalah 
seorang debitur yang melakukan pinjam meminjam dengan menjaminkan sebuah 
benda bergerak yaitu sebuah mobil. Berdasarkan perjanjian disebutkan bahwa salah 
satu kewajiban debitur yaitu Tidak diperbolehkan menjual atau menggadaikan 
barang jaminan kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari pihak koperasi. Namun 
pada saat debitur dinyatakan wanprestasi dan pihak Koperasi ingin melakukan 
eksekusi terhadap benda yang dijaminkan tersebut tidak berada di rumah kediaman 
debitur karena mobil tersebut digadaikan kepada orang lain. 
Akibat perbuatan pihak debitur pihak koperasi mengalami kerugian karena 
mobil yang jaminan yang telah digadaikan kepada oranglain, oleh sebab itu pihak 
koperasi tidak dapat mengeksekusi benda bergerak tersebut dan koperasi 
mengalami kerugian. Dengan begitu pihak debitur harus mengganti rugi dengan 
benda yang lain yang nilainya sama dengan benda yang dijaminkan tersebut untuk 
mengganti kerugiaan kepada pihak Koperasi. 
 
 
                                                          





3.2.1 Proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Sumber 
Sejahtera Sragen. 
Proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Sumber 
Sejahtera Sragen terdiri dari 3 tahapan, yaitu sebelum, saat dan setelah terjadinya 
kesepakatan antara pihak Koperasi Sumber Sejahtera Sragen sebagai Kreditur 
dengan Calon debitur. 
Sebelum terjadinya suatu kesepakatan antara pihak Koperasi Sumber 
Sejahtera Sragen dengan Calon debitur, Pihak debitur terlebih dahulu harus 
memenuhi syarat administrasi antara lain Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy 
slip penghasilan terakhir, Fotocopy rekening listrik dan jaminan atau anggunan. 
Apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan sudah mengisi surat perjanjian pinjam 
meminjam uang, maka akan dilakukan acara pemeriksaan.  
Suatu perjanjian dapat terpenuhi jika tercapai kata sepakat antara para pihak 
yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama 
lainnya, maka dari itu pihak koperasi memberikan surat perjanjian yang sudah 
dibuat oleh pihak koperasi dimana pihak calon debitur hanya mangisi dan 
ditanyakan apakah dapat menerima syarat-syarat perjanjian tersebut. Setelah semua 
itu terisi maka di dalam perjanjian kredit itu sudah terdapat pasal-pasal yang sudah 
dibuat oleh pihak Koperasi Sumber Sejahtera Sragen. Dengan adanya 
penandatangan blangko perjanjian oleh pihak debitur maka pihak debitur sepakat 
dengan Koperasi dan mereka saling memiliki keterkaitan satu sama lain. 
Setelah terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam oleh kedua pihak, 
maka uang itu dapat cair seketika jika pinjaman uangnya tidak terlalu besar jika 
pinjaman uangnya besar maka kemudian harinya bisa cair. Setelah adanya 
kesepakatan antara pihak Koperasi Sumber Sejahtera Sragen dengan debitur maka 
kedua belah pihak saling berkaitan satu sama lain dan memiliki hubungan hukum 





3.2.2 Hak, kewajiban dan penerapan hukumnya terhadap para pihak setelah 
terjadinya kesepakatan 
Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu koperasi sebagai kreditur 
dan penerima pinjaman (debitur) maka kedua belah pihak mempunyai hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dari Pihak Koperasi selaku kreditur 
antara lain: Menerima pengembalian atau pelunasan pinjaman uang yang telah 
dipinjam oleh Anggota selaku debitur secara tepat waktu, Berhak mendapatkan 
pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan 
yang diperjanjikan, Berhak menerima surat kepemilikan atas barang yang 
dijaminkan dan mempunyai kuasa penuh atas barang jaminan tersebut untuk 
mengambil dan menjualnya apabila Anggota wanprestasi, Berhak melakukan 
penagihan kepada Anggota apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran 
dan sudah lewat tanggal toleransi dari tanggal jatuh tempo, Apabila terjadi 
pelelangan barang jaminan dan hasilnya belum mencukupi, pihak Koperasi berhak 
meminta kekurangan pembayaran pinjaman uang tersebut kepada Anggota. 
Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Koperasi adalah 
menyerahkan pinjaman uang sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Anggota 
setelah penandatanganan perjanjian terjadi. 
 Sedangkan hak dari Anggota Koperasi selaku debitur antara lain : Berhak 
menerima pinjaman uang dari Pihak Koperasi, Mendapatkan pelayanan yang sama 
dengan Anggota yang lain, Mendapatkan kembali surat kepemilikan atas barang 
jaminan yang diserahkan kepada Pihak Koperasi apabila Anggota telah melunasi 
segala kewajibannya, Apabila terjadi keterlambatan pengangsuran, berhak memilih 
membayar denda keterlambatan pada bulan berikutnya atau pada saat pelunasan 
pinjaman uang. Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan Anggota antara lain : 
Wajib menyerahkan dokumen-dokumen secara benar sesuai dengan persyaratan 
pinjaman uang di Koperasi Sumber Sejahtera Sragen, Mentaati segala peraturan 
pinjam uang yang terdapat dalam perjanjian maupun yang akan ditetapkan 
kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Melakukan pembayaran 
angsuran secara tepat waktu di kantor Koperasi Sumber Sejahtera Sragen, 
Menyerahkan surat kepemilikan atas barang jaminan kepada Pihak Koperasi sesuai 
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dengan yang diperjanjikan, Memelihara dan menjaga barang jaminan dan apabila 
terjadi kerusakan maka menjadi tanggungan Anggota, Tidak diperbolehkan 
menjual atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain tanpa seijin tertulis 
dari pihak koperasi, Wajib menyerahkan barang jaminan untuk di lelang apabila 
Anggota melakukan wanprestasi dan sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak 
3 (tiga) kali, Wajib membayar kekurangan apabila hasil pelelangan barang jaminan 
masih belum mencukupi, Wajib menanggung segala beban pajak, premi asuransi, 
biaya administrasi dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan 
perjanjian ini bila ada. 
3.2.3 Tanggung jawab hukum bagi pemilik koperasi dan pengguna jasa koperasi 
bila terjadi wanprestasi karena kesalahannya dasar perbuatan melawan 
hukum 
Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi maka harus 
mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata 
prestasi mengenai wanprestasi, sedangkan apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum maka harus mengganti kerugian 
sesuai dengan yang diatur dalam Pasal; 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan 
melawan hukum. Jika pihak yang melakukan wanprestasi atau  perbuatan melawan 
hukum bersedia mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian, 
maka pertanggungjawabannya selesai. Namun sebaliknya, apabila pihak yang 
melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tidak bersedia untuk 
mengganti kerugian dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka pihak 
yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau 
perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Proses pelaksanaan 
perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Sumber Sejahtera Sragen terdiri dari 
3 tahapan, yaitu sebelum, saat dan setelah terjadinya kesepakatan antara pihak 
Koperasi Sumber Sejahtera Sragen sebagai Kreditur dengan Calon debitur. Setelah 
terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu koperasi sebagai kreditur dan 
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penerima pinjaman (debitur) maka kedua belah pihak mempunyai hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi.  
Adapun hak dari Pihak Koperasi selaku kreditur antara lain: Menerima 
pengembalian atau pelunasan pinjaman uang yang telah dipinjam oleh Anggota 
selaku debitur secara tepat waktu, Berhak mendapatkan pembayaran angsuran 
pinjaman pokok dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan, 
Berhak menerima surat kepemilikan atas barang yang dijaminkan dan mempunyai 
kuasa penuh atas barang jaminan tersebut untuk mengambil dan menjualnya apabila 
Anggota wanprestasi, Berhak melakukan penagihan kepada Anggota apabila 
mengalami keterlambatan membayar angsuran dan sudah lewat tanggal toleransi 
dari tanggal jatuh tempo, Apabila terjadi pelelangan barang jaminan dan hasilnya 
belum mencukupi, pihak Koperasi berhak meminta kekurangan pembayaran 
pinjaman uang tersebut kepada Anggota. Kemudian kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh Pihak Koperasi adalah menyerahkan pinjaman uang sesuai 
dengan yang diperjanjikan kepada Anggota setelah penandatanganan perjanjian 
terjadi. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi maka 
harus mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1234 
KUHPerdata prestasi mengenai wanprestasi, sedangkan apabila salah satu pihak 
melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum maka harus mengganti 
kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal; 1365 KUH Perdata mengenai 
perbuatan melawan hukum. 
4.2 Saran 
1) Pihak Kreditur 
Diharapkan agar Pihak Koperasi sebagai Kreditur selalu memberikan 
kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman uang di Koperasi 
Simpan Pinjam Sumber Sejahtera Sragen dan selalu memberikan informasi yang 
jelas kepada anggota maupun masyarakat umum agar masyarakat lebih 
memahami tentang kegiatan di koperasi simpan pinjam.  
2) Pihak Debitur 
Diharapkan pihak debitur agar membaca dan memahami betul isi dari perjanjian 
tersebut. Karena isi perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang hanya dibuat 
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oleh pihak koperasi saja sehingga sebelum menandatanganinya pihak debitur 
diharapkan agar bisa memahami isi perjanjian tersebut. Dan jika ada yang belum 
faham mengenai isi perjanjian tersebut pihak debitur bisa menanyakan kepada 
pihak koperasi dan minta untuk dijelaskan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi 
kesalah fahaman. 
3) Masyarakat 
Diharapkan kepada masyarakat yang akan menjadi calon peminjam di Koperasi 
agar mempunyai iktikad baik untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang telah 
disepakati agar para pihak sampai pinjaman uang tersebut lunas, agar tidak 
terjadi kerugian yang dialami salah satu pihak dikemudian hari.  
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